
















 

 

  

 NOTULEN RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

1. Hari / Tanggal : Selasa, 12 April 2022 

2. Pukul : 09.00 WIB s.d selesai 

3. Tempat : Ruang Rapat Ruang Rapat Dinas Kominfo Kudus 

4. Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik 

5. Peserta Acara : - Kepala Bidang Komunikasi, Ery Rahayu, S.Sos 

- Perwakilan dari Inspektorat  

- Perwakilan dari Bagian Hukum Setda 

- Perwakilan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda 

- Perwakilan dari Bagian Administrasi Pembangunan Setda 

- Perwakilan dari Bagian Pemerintahan Setda 

- Perwakilan dari Bagian Organisasi Setda 

- Perwakilan dari Badan Pengeloaan Pendapatan Keuangan dan 

Aset Daerah 

- Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

- Perwakilan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

- Perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja 

6. Pelaksanaan Acara : I. Acara Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik 

dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bidang Komunikasi, Ery 

Rahayu, S.Sos.  

II. Kepala Bidang Komunikasi, Ery Rahayu, S.Sos menyampaikan 

permohonan informasi yang diminta oleh LSM Pemantau 

Keuangan Negara (PKN) kepada masing-masing OPD yang 

bersangkutan. 

III. Ery Rahayu, S.Sos meminta pertimbangan dari Inspektorat 

Kabupaten Kudus, Bagian Hukum dan Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kudus 

IV. Dari Rapat Koordinasi pembahasan Tindaklanjut Permohonan 

Informasi dari LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) 

disimpulkan bahwa Dinas Kominfo Kudus selaku PPID utama 

tidak dapat memberikan secara serta-merta permohonan 

informasi yang diminta oleh LSM Pemantau Keuangan Negara 
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(PKN). Hal ini dikarenakan banyaknya informasi yang diminta 

di banyak OPD oleh LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN).  

V. Ery Rahayu juga menyampaikan jawaban awal informasi akan 

diberikan oleh Dinas Kominfo selaku PPID utama secara satu 

pintu. Selanjutnya, jawaban informasi tersebut akan dikirimkan 

kepada LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN). Jika LSM 

Pemantau Keuangan Negara (PKN) mengajukan keberatan 

kepada atasan PPID yakni Sekretariat Daerah, maka keputusan 

untuk memberi atau tidak memberi informasi ada di tangan 

Sekda. Kemudian, OPD harus menyiapkan dokumen 

permohonan informasi yang diminta. Jika OPD memutuskan 

tidak memberi informasi dan melebihi batas waktu yang 

ditentukan, LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) akan 

mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.  

VI. Demikian untuk menjadikan periksa. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang Melaporkan 

 

 
Rida Ariyani, S.I.P 

NIP. 19921010 202012 2 008 

 



DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN 

TINDAKLANJUT PERMOHONAN INFORMASI  

DARI LSM PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN) 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO  KONSUMSI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN 

TINDAKLANJUT PERMOHONAN INFORMASI  

DARI LSM PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN) 

TANGGAL 24 MARET 2022 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


